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DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSTRUKSI BUPATI BANTUL
NOMOR 14 /Instr/2021

TENTANG
PERPANJANGAN KEDELAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI KABUPATEN BANTUL UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI BANTUL,

Sebagai tindak -lanjut kebijakan Pemerintah dalam pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana diperintahkan dalam
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tingkat Desa dan
Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan
Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/Instr/2021
tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan 'Kegiatan Masyarakat
Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta ‘Untuk Pengendalian

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini :

~_ MENGINSTRUKSIKAN :
Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
| 2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Bantul;

3. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta/Organisasi
Kemasyarakat se-Kabupaten Bantul;

4. Panewu se-Kabupaten Bantul;

5. Lurah se-Kabupaten Bantul;

6. Dukuh dan Ketua Rukun Tetangga (RT) se-
Kabupaten Bantul; ’

7. Masyarakat Kabupaten Bantul.

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 867509 Faxs (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id
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Untuk

KESATU Memperpangang  kedelapan kali Pemberlakuan
Pembatasan  Kegintan  Maavarakat Berbasis Mikro
vange  selanjutnya disebut  PPEM Mikro  sampai
dengan tingkat  Rukun Tetangga  (RT)  untuk
pengendalinn penvebaran Corona Virus Disease 2019
(Comid-19), mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai
dengan 14 Juni 2021,

KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud diktum KESATU
mempertimbangkan zonasi pengendalian Covid- 19 di
tingkat Rukun Tetangga (RT), dengan kriteria sebagai
berikut :

a. Zona Hijau, dengan kriteria tidak ada kasus
Covid-19 dalam 1 (satu) RT, maka skenario
pengendalian:

1. dilakukan dengan surveilans aktif;

2. sceluruh suspek dilakukan tes; dan

3. pemantauan kasus dilakukan secara rutin dan
berkala;

b. Zona Kuning, dengan kriteria terdapat 1 (satu]
sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus
konfirmasi positif Covid-19 dalam 1 (satu) RT
selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario
pengendalian:

1. menemukan kasus suspek dan pelacakan
kontak erat; dan

2. melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif
dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

c. Zona Orange, dengan Kriteria terdapat 3 (tiga)
sampai dengan 5 (lima) rumah dengan Kasus
konfirmasi positif Covid-19 dalam 1 (satu) RT
selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario
pengendalian; |
1. menemukan kasus suspek dan  pelacakan

kontak erat;
2. melakukan isolasi mandiri untuk pasien posiuf

dan kontak erat dengan pengawasan ketat; dan s
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3. menutup tempat ibadah, tempat bermain anak
dan tempat umum lainnya, kecuali scktor
esensial,

d. Zona Merah, dengan kriteria terdapat lebih dari 5
(lima) rumah dengan kasus konfirmasi positil
Covid-19 dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari
terakhir, skenario pengendalian dengan
pemberlakukan PPKM Mikro Tingkat RT, meliputi:
1. menemukan kasus suspck dan pelacakan

kontak erat;

2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan
pengawasan ketat;

3. menutup tempat ibadah,.. tempat bermain anak
dan tempat umum lainnya, kecuali sektor
esensial;
melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
membatasi keluar masuk wilayah RT sampai
dengan pukul 20.00 WIB;

6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di
lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan
dan berpotensi menimbulkan penularan

. Covid-19.

KETIGA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud diktum
KESATU, dilaksanakan melalui koordinasi seluruh
unsur mulai dari Ketua RT, Dukuh, Lurah, Satuan
Perlindungan  Masyarakat (Satlinmas), Forum
‘Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Bintara
Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina
‘Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat
(Babinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP), Tim Penggerak PKK, Posvandu,
Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh
Pemuda/Karang Taruna, Penyuluh, Pendamping,

Tenaga Kesehatan dan relawan lainnya.
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KEEMPAT Mekanieme koordinasi, pengawaaan  dan evaluast
pelakenanaan  PPRM - Mikro  dilakukan dengan
membentuk Pos Komanedao (Poako) Tingkat
Kalurahan, vang ditetapkan «dengan  keputusan
Lurah, dipimpin oleh Lurah sebagai Ketua, dibanti
Pamong Kalurahan, Lembaga Permberdayaan
Masvarakat Kalurahan dan Mitra Kalurahan lainnya
(Satlinmas, Babinsa, Babinkamtibmas, FPRB, tokoh
masyarakat, dan mitra Kalurahan lainnya), dan
untuk melakukan supervisi dibentuk Pos Komando
(Posko) Tingkat Kapanewon.

KELIMA . Posko Tingkat Kalurahan scbagaimana dimaksud
diktum KEEMPAT merupakan lokast atau tempat
untuk  Posko Penanganan  Covid-19  Tingkat
Kalurahan, yang memiliki fungsi :

a. pencegahan,

b. penanganan;

c. pembinaan; dan

d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19
tingkat Kalurahan.

KEENAM :  Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Posko
Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum
KEEMPAT berkoordinasi dengan Satgas Covid-19
Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, TNI/POLRI, dan
disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional,
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam
Negeri.

KETUJUH :  Kebutuhan pembiayaan Posko Tingkat Kalurahan,
sebagaimana dimaksud - diktum KEEMPAT
dibebankan pada :

a. kebutuhan tingkat Kalurahan dibebankan pada
APBKalurahan bersumber dari Dana Desa dan
dapat didukung dengan  sumber pendapatan
lainnya;

b, kebutuhan pembiayaan untuk Babinsa/
Babinkamtibmas  dibebankan  pada  Anggaran
TN/ Polri,
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KEDELAPAN

¢ kebutuhan  pembiayaan untuk  testing, tracing,

dan treatment, dapat bersumber dari APBD DIY,

dan/atau APBD Kabupaten Bantul;

d. kebutuhan pembiayaan terkait kebutuhan hidup
dasar dapat bersumber dari APBD DIY, APBD
Kabupaten Bantul, dan/atau APBKalurahan.

PPKM Mikro sebagaimana dimaksud diktum KESATU

dilaksanakan bersamaan  dengan  PPKM  Tingkat

Kabupaten meliputi :

a. Perkantoran Pemerintah dan Swasta.

1. Menerapkan sistem kerja dari rumah (Work
From Home/WFH) untuk jenis pekerjaan yang
dapat dikerjakan dari rumah sebanyak 50%
(lima puluh persen) dan sistem kerja di kantor
(Work From Office/ WFO) sebanyak 50% (lima
puluh persen) dari jumlah karyawan, dengan
ketentuan pejabat yang harus seclalu berada di
Kantor :

a) Pejabat eselon 11, Sckretaris, dan Kepala
Bagian, pada Sekretariat Daecrah, Badan,
Dinas, Inspektorat Daerah, dan Sekretariat
DPRD;

b) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat
Daerah;

c) Panewu dan Panewu Anom pada
Kapanewon; dan

d) Lurah dan Carik pada Kalurahan.

2. Sistem kerja dari rumah (Work From
Home/WFH) tidak diberlakukan  untuk
perangkat daerah dan unit kerja :

a) Dinas Kesehatan;

b) Satuan Polisi Pamong Praja;

¢) Badan Penanggulangan Bencana Daecrah;

d) Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah
sakit swasta;

e) Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik dan

sarana pelayanan Kesehatan lainnya; {
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